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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Tembusan Yth.

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Mataram, 2.2 Mei 2017

Kepada
Yth. 1. Para Asisten Setda Pemprov. NTB
2. Para Staf Ahli Gubernur
3. Para Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

di -
Tempat
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
SURAT EDARAN
NOMOR: 060/ 739 /ORG
TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN

Memperhatikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia, Nomor: B/19/M.KT.02/2017, Tanggal 16 Mei 2017, Hal Penyampaian Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk lebih khidmatnya pelaksanaan ibadah Puasa,

serta tetap terpeliharanya disiplin kerja/jam kerja pegawai pada Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini disampaikan sebagai berikut: )

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
a. Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 —15.00 wita
- Waktu Istirahat : Jam 12.00 — 12,30 wita
b. Hari Jum’at : Jam 08.00 — 15.30 wita
- Waktu Istirahat + Jam 11.30 —12.30 wita
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakulan 6 {enam) hari kerja
a. Hari Senin s.d Kamis dan Sabtu : Jam 08.00 - 14.00 wita
- Waktu Istirahat . Jam 12.00 - 12.30 wita
b. Hari Jum’at . Jam 08.00 — 14,30 wita
- Waktu Istirahat 1 Jam 11.30 - 12.30 wita
3. Imtagq, tetap dilaksanakan pada Hari Jum’at dari Jam : 08.00 ~ 09.00 wita.
4, Upacara Hari Senin, ditiadakan.
5. Apel! Pagi, Apel Sore dilaksanakan di depan ruang/kantor masing-masing, sedangkan waktunya
disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagai mana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
6. Jumlah jam kerja bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja atau 6 hari kerja
selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu.
7.

Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jam kerja
khusus/tersendiri yang sifatnya Pelayanan Umum. Kepada setiap Kepala Perangkat
Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan
pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana
mestinya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Wassalamu 'alaiktum warabmatuliaki wabarakatuh

3. Bupati/Walikota se- Nusa Tenggara Barat masing-masing di Tempat;
4. Pimpinan Instansi Vertikal di NTB, masing-masing di Tempat;
5. Arsip.




